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Dalam melakukan kegiatan operasional, L embaga Pembiayaan memperoleh dana melalui perbankan baik
perbankan konvensional maupun syariah. Saat ini dana tersebut |ebih banyak diperoleh dari perbankan
syariah melaui kerjasama channeling. Dana yang diberikan oleh Bank Syariah tersebut disalurkan kepada
masyarakat melalui pembiayaan sewa guna usaha (Leasing). Untuk memberikan kepastian hukum bagi para
pihak, dibuatlah suatu perjanjian tertulis yaitu Akta Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Ijarah Muntahia
Bittamlik) yang dibuat di hadapan Notaris. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pel aksanaan
pembiayaan sewa guna usaha (ljarah Muntahia Bittamlik) yang dilaksanakan oleh PT Tifa Finance,
mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam akta Sewa Guna Usaha (ljarah Muntahia Bittamlik) tersebut
berdasar prinsip syariah serta menganalisis apakah pembiayaan yang dilaksanakan tersebut seluruhnyatelah
sesual dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil
analisis dapat disimpulkan bahwa pel aksanaan sewa guna usaha (ljarah Muntahia Bittamlik) pada lembaga
pembiayaan PT Tifa Finance dilaksanakan sebagaimana PT Tifa Finance melaksanakan sewa guna usaha
konvensional. Seharusnya sewa guna usaha tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian channeling. K etentuan-ketentuan yang ada dalam format akta
pembiayaan sewa guna usaha (ljarah Muntahia Bittamlik) pada PT Tifa Finance banyak mengadopsi dari
format akta sewa guna usaha konvensional. Sesuai analisis pelaksanaan dan format akta pembiayaan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) kurang sesuai
dengan Hukum Islam. Dengan demikian, seharusnya baik perjanjian channeling maupun perjanjian IMBT
dilaksanakan lebih bijaksana untuk melindungi kepentingan para pihak dan sesuai dengan ketentuan syariah
untuk memenuhi asas keadilan dan asas persamarataan dalam Perikatan 1slam.
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